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This study aims to analyze the financial performance of local government of Bengkulu Province based on 
Effectiveness Ratio of PAD, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, and Ratio of 
Regional Financial Independence. The data used in this study is secondary data, obtained from the BPS of 
Bengkulu Province during the period 2014-2016 by using ratio analysis techniques to measure the financial 
performance of the government.
The results showed: 1) The ratio of PAD Effectiveness on average from 2014 to 2016 included in the effective 
criteria. 2) The ratio of Regional Finance Efficiency on average from 2014 to 2016 falls into the criteria of 
efficient financial performance. 3) Harmonic Ratio divided into 2 ie, the value of Operating Expense Ratio and 
Capital Expenditure Ratio. 4) Growth Ratio from 2014 to 2016 growth decreases 5) The ratio of regional 
financial autonomy on average from 2014 to 2016 falls into the criteria of a pattern of relationships that are 
pasrtisipatif.
Keywords: Financial Performance, PAD Efficiency Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio, 
Growth Ratio, Independence Ratio
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Negara Republik Indonesia sebagai negara 
kesatuan menganut asas desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, dengan 
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada 
daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah 
(Bratakusumah dan Solihin, 2004). Desentralisasi 
merupakan penyerahan segala urusan, baik 
pengaturan dalam pembuatan peraturan 
perundang-undangan, maupun penyelenggaraan 
pemerintah dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi 
urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi 
pemerintahan yang pelaksanaan diwujudkan 
dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah, 
didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai 
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap 
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 
Dengan demikian daerah perlu diberikan 
wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan 
pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, 
serta sekaligus memiliki pendapatan daerah 
(Syafiie, 2003).
Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk 
nyata dari praktik demokrasi di Indonesia. Dalam 
tataran masyarakat, demokrasi berbicara tentang 
kebebasan individu dan kelompok di dalam 
masyarakat. Sedangkan dalam tataran hubungan 
pusat dan daerah, demokrasi menuntut adanya 
kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri 
(otonomi daerah). Dalam tataran masyarakat, 
kebebasan individu dan kelompok perlu ada agar
kemajuan individu bisa dicapai di damping sebagai 
cara antisipasi terhadap kemungkinan pelanggaran 
hak-hak dan kepentingan masyarakat oleh negara 
(Rauf, 2000).
Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah 
adalah agar pembangunan di daerah berjalan 
seiring dengan pembangunan pusat. Ini 
merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan 
pembangunan ekonomi yang selama ini menitik 
beratkan pembangunan di pusat dan kurang 
memperhatikan perkembangan pembangunan 
daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini 
menyebabkan terjadinya disparitas dan 
ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di 
pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh 
potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat 
sehingga daerah tidak mampu berkembang secara 
mamadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung 
maksud untuk memeperbaiki kekeliruan selama 
ini dengan cara memberikan peluang kepada 
daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan 
kebebasan untuk mengelolanya sendiri.
Munculnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi 
UU Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang 
nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004, 
adalah jawaban atas permasalahan tersebut, 
dengan demikian ideologi politik dan struktur 
pemerintahan negara akan lebih bersifat 
desentralisasi dibanding dengan struktur 
pemerintahan sebelumnya yang bersifat 
sentralisasi. Pemberian kewenangan yang luas, 
nyata dan bertanggungjawab yang tersirat dalam 
perundangan tersebut, adalah pencerminan proses 
demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah 
untuk membantu pernerintah pusat dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di daerah 
dengan titik berat kepada pemerintah 
kabupaten/kota.
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Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek 
penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, 
karena pengertian otonomi fiskal daerah 
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 
dalam meningkatkan PAD (pendapatan asli 
daerah) seperti pajak, retribusi dan lain-lain. 
Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal 
daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah 
belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. 
Karena itu otonomi daerah bisa diwujudakan 
hanya apabila disertai keuangan yang efektif. 
Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat 
independen terhadap pemerintah pusat dengan 
jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber 
PAD. Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama 
suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, 
yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya 
daerah harus memiliki kewenangan dan 
kemampuan untuk menggali sumber-sumber 
keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan 
sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) 
ketergantungan kepada bantuan pusat harus 
seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah 
(PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan 
terbesar sehingga peranan pemerintah daerah 
menjadi lebih besar. Realitasnya hubungan fiskal 
antara daerah dan pusat, ditandai dengan 
tingginya kontrol pusat terhadap proses 
pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari 
rendahnya PAD terhadap total pendapatan 
dibandingkan dengan total subsidi yang didrop
dari pusat.
Rendahnya perbandingan PAD dengan dana 
perimbangan dari pusat juga terjadi di Provinsi 
Bengkulu. Dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.











Sumber: BPS Provinsi Bengkulu (2017)
Tabel 1.1 dapat menjelaskan permasalahan 
keuangan daerah yang dihadapi Provinsi 
Bengkulu,yaitu ketergantunganpemerintah daerah 
kepada subsidi dari pemerintah pusat yang 
tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah 
pusat. Dana perimbangan pusat mengalami 
kenaikan, yaitu Rp 1.311.790.979.017 pada tahun 
2014 naik menjadi Rp 1.616.462.129 pada tahun 
2016. Kenaikan dana perimbangan yang diberikan 
pusat kepada daerah tidak sebanding dengan 
kenaikan PAD Provinsi Bengkulu, walupun terjadi 
kenaikan setiap tahunnya PAD Provinsi Bengkulu 
tidak dapat mengimbangi dana bantuan dari pusat.
Faktor yang menjadi penyebab kurangnya serapan 
PAD adalah rendahnya kemampuan daerah dalam 
mengelolah dan menggali potensi sumber-sumber 
pendapatan yang ada.
Selain rendahnya penyerapan PAD, permasalahan 
keuangan lain yang dihadapai oleh Provinsi 
Bengkulu adalah inefisiensi pemerintah daerah 
dalam melakukan belanja daerah. Menurut Lewis
(2001), Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi 
sumber utama pendapatan daerah pada umumnya 
sebagian besar digunakan untuk membiayai 
pengeluaran rutin, sehingga anggaran untuk 
pembangunan menjadi kecil. Tabel 1.2 berikut 
menjelaskan tentang besaran belanja daerah 
Provinsi Bengkulu selama 3 tahun (2014 sampai 
dengan 2016).








Belanja Modal 305.053.538.410 479.181.286.000 385.967.859.172
Persentase (%) 16% 21% 19%
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu (2017)
Melihat tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah 
belanja modal Provinsi Bengkulu sangat kecil 
dibandingkan dengan belanja daerah Provinsi total 
Provinsi Bengkulu setiap tahunnya. Pada tahun 
2014 belanja modal Provinsi Bengkulu 
dianggarkan sebesar Rp.305.053.538.410, hanya 
16% dari total belanja daerah. Kemudian naik 
sampai 21% (Rp.479.181.286.000) pada tahun 
2015. Tetapi di tahun 2016 terjadi penurunan 
menjadi 19% (Rp.385.967.859.172) dari total 
belanja daerah Rp. 2.029.690.295.480.
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Berdasarkan uraian di atas menarik untuk 
dianalisis bagaimana kinerja pengelolaan 
keuangaan dan kemandirian daerah Provinsi 
Bengkulu. Untuk mengetahui kinerja keuangan 
pemerintah daerah Provinsi Bengkulu digunakan 
analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja 
keuangan. Alat analisis ini secara luas telah 
diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat 
komersial, sedangkan pada lembaga publik 
khususnya pemerintah daerah masih sangat 
terbatas sehingga secara teoritis belum ada 
kesepakatan yang bulat mengenai nama dan 
kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan 
keuangan daerah yang transparan, jujur, 
demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis 
rasio keuangan terhadap pendapatan belanja 
daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat 
perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan 
laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta 
(Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu penulis 
mengambil judul “Analisis Kinerja 
KeuanganPemerintah Daerah Provinsi 
Bengkulu Tahun 2014-2016”.
Rumusan Masalah
Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 
Analisis Kinerja KeuanganPemerintah Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2016 adalah 
sebagai berikut:
1. Bagaimana kinerja keuangan daerah
pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan 
Rasio Efektivitas PAD
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah
pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan 
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah
pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan 
Rasio Keserasian
4. Bagaimana kinerja keuangan daerah
pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan 
Rasio Pertumbuhan
5. Bagaimana kinerja keuangan daerah
pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan 
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut:
1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah 
pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan 
Rasio Efektivitas PAD
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah 
pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan 
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah 
pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan 
Rasio Keserasian
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah 
pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan 
Rasio Pertumbuhan
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah 
pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan 
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA ANALISIS
Otonomi Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi 
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Tujuan otonomi daereah 
menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi 
diartikan untuk memacu pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan 
peran serta aktif masyarakat serta pengingkatan 
potensi pembangunan daerah secara optimal dan 
terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung 
jawab sehingga memperkuat persatuan dan 
kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah 
pusat dan campur tangan di daerah yang akan 
memberikan peluang untuk koordinasi tingkat 
lokal.
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah 
adalah untuk meningkatkan pelayanan publik 
(public service) dan memajukan perekonomian 
daerah. Menurut Mardiasmo (2002), pada 
dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan sumber daya daerah, dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 
masyarakat (publik) untuk berpartisipasi 
dalam proses pembangunan.
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang 
luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan 
kewenangan dan kemampuan dalam menggali 
sumber keuangan sendiri yang didukung oleh 
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 
Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat 
pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan 
pemerintah daerah. Dalam menjamin 
terselenggranya otonomi daerah yang semakin 
mantap, maka diperlukan kemampuan untuk 
meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni 
dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah 
(PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan 
sumber PAD yang sudah ada maupun dengan 
penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan 
ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi 
dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam 
melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu 
diadakan analisis potensi PAD.
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Pendapatan Asli Daerah
Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di 
peroleh daerah yang di pungut berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan 
Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di 
peroleh melalui sumbersumber dana yang di dapat 
dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil 
pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan 
menjadi sumber pembiyaan penyelenggaraan dan 
pembangunan untuk meningkatkan dan 
memeratkan kesejahteraan rakyat.
Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) menurut Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 
2004 yaitu:
1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah 
menurut peraturan yang ditetapkan oleh 
daerah untuk pembiayaan rumah tangganya 
sebagai badan hukum publik. Pajak daerah 
sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah
daerah yang hasilnya digunakan untu 
pengeluaran umum yang balas jasanya tidak 
langsung diberikan sedang pelaksanannya 
bisa dapat dipaksakan.
b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang 
telah secara sah menjadi pungutan daerah 
sebagai pembayaran pemakaian atau karena 
memperoleh jasa atau karena memperoleh 
jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah 
daerah bersangkutan. Retribusi daerah 
mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya 
bersifat ekonomis, ada imbalan langsung 
walau harus memenuhi persyaratan-
persyaratan formil dan materiil, tetapi ada 
alternatif untuk mau tidak membayar, 
merupakan pungutan yang sifatnya 
budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal 
tertentu retribusi daerah adalah 
pengembalian biaya yang telah dikeluarkan 
oleh pemerintah daerah untuk memenuhi 
permintaan anggota masyarakat.
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah 
merupakan pendapatan daerah dari 
keuntungan bersih perusahaan daerah yang 
berupa dana pembangunan daerah dan 
bagian untuk anggaran belanja daerah yang 
disetor ke kas daerah, baik perusahaan 
daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif 
pendirian dan pengelolaan, maka sifat 
perusahaan dareah adalah suatu kesatuan 
produksi yang bersifat menambah 
pendapatan daerah, member jasa, 
menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan 
memperkembangkan perekonomian daerah.
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah 
pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk 
dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi 
daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain 
usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang 
pembuka bagi pemerintah daerah untuk 
melakukan kegiatan yang menghasilkan baik 
berupa materi dalam kegitan tersebut 
bertujuan untuk menunjang, melapangkan, 
atau memantapkan suatu kebijakan daerah 
disuatu bidang tertentu.
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau peberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian 
pendapatan daerah dari penerimaan pajak 
bumi dan bangunan baik dari pedesaan, 
perkotaan, pertambangan sumber daya alam 
dan serta bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana 
bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi 
khusus
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah 
pendapatan daerah dari sumber lain misalnya 
sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku.
Untuk menjalankan kewenangan pengelolahan 
pendapatan asli daerah yang telah diberikan oleh 
pemerintah pusat, daerah memerlukan suatu 
instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan yang 
paling utama bagi daerah adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD 
mempunyai peranan penting dalam perencanaan, 
implementasi, dan pengendalian kinerja 
pemerintah daerah dalam satu periode. APBD 
memuat segala bentuk penerimaan, pengeluaran 
dan pembiayaan daerah dalam bentuk moneter 
atau rupiah
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen 
kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk 
meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan 
masyarakat di daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 
2004 pasal 1 ayat 14, ”Anggaran pendapatan dan 
belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.
Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 
menyatakan, bahwa “Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
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Unsur-unsur anggaran daerah menurut (Halim, 
2007), yaitu
a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta 
uraiannya yang secara rinci.
b. Terdapat sumber penerimaan yang 
merupakan suatu target terendah dalam 
menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan 
terdapat biaya yang merupakan batasan 
tertinggi pengeluaran yang akan 
dilaksanakan.
c. Jenis kegiatan dan proyek yang disampaikan 
dalam bentuk angka.
d. Dan memiliki periode anggaran selama satu 
tahun. 
Pada era reformasi menurut (Halim, 2007), 
karakteristik APBD dijabarkan menjadi enam, 
yaitu.
1. Menurut pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 1975, 
APBD disusun oleh DPRD bersama-sama 
dengan kepala daerah
2. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 
penyusunan anggaran adalah pendekatan 
lineitem atau pendekatan tradisional. Pada 
pendekatan ini anggaran disusun berdasarkan 
jenis penerimaan dan pengeluaran. Adapun 
jenis pendekatan yang lebih maju, yaitu.
a. Program budgeting, merupakan anggaran 
yang disusun berdasarkan pekerjaan yang 
akan dijalankan.
b. Performance budgeting, merupakan 
pengukuran hasil pekerjaan sehingga 
output dapat dibandingkan dengan 
pengeluaran dana yang telah dilakukan.
c. Planning, programming, and budgeting 
system (PPBS), merupakan pendekatan 
variasi dari performance budgeting. PPBS 
menggabungkan tiga unsur, yaitu 
perencanaan hasil, pemrograman kegiatan 
fisik untuk mencapai hasil yang diharapkan 
dan penganggaran alokasi dana yang 
diharapkan.
d. Zero bused budgeting, merupakan 
pendekatan penganggaran dasar nol yang 
juga merupakan variasi dari performance 
budgeting yang terfokus pada efisiensi 
anggaran.
3. Dalam siklus APBD terdiri atasa perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, 
juga penyusunan dan penetapan perhitungan 
APBD.
4. Pada tahap pengawasan pemeriksa serta 
penyususn dan penetapan perhitungan APBD, 
dalam pengendaian dan pemeriksaan /audit 
terdapat APBD yang bersifat keuangan.
5. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah 
dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga 
unsur utama, yaitu unsur ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
unsur kehematan dan efisiensi, dan hasil 
program utamanya untuk proyek-proyek di 
daerah.
6. Penyusunan anggaran dan pembukuan saling 
keterkaitan dan mempengaruhi.
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi 
tugas menjalankan roda pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
keuangan daerahnya untuk dinilai apakah 
pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya 
dengan baik atau tidak (Halim dan Muhammad, 
2012). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja 
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 
daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio 
keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan 
dan dilaksanakannya
Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja 
yang menggunakan indikator keuangan (Sularso 
dan Restianto, 2011). Analisis kinerja keuangan 
pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di 
masa lalu dengan melakukan berbagai analisis 
sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili 
realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang 
akan berlanjut. Karena menggunakan indikator 
keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk 
mengukur kinerja keuangan adalah analisis 
keuangan.
Sedangkan pengertian kinerja keuangan daerah
menurut Agustina (2013) adalah tingkat 
pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang 
keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan 
belanja daerah dengan menggunakan indikator 
keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan 
atau ketentuan perundang-undangan selama satu 
periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa 
rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa 
perhitungan APBD.
Tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2002), 
yaitu :
1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, 
ukuran kinerjadimaksudkan untuk membantu 
pemerintah berfokus pada tujuandan sasaran 
program unit kerja, sehingga pada akhirnya 
akanmeningkatkan efektivitas dalam memberi 
pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan 
pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban 
publik dan memperbaikikomunikasi 
kelembagaan.
Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja 
Keuangan Daerah salahsatunya yaitu dengan 
menggunakan Rasio Kinerja Keuangan 
Daerah.Beberapa rasio yang bisa digunakan 
adalah: Rasio Efektivitas PAD,Rasio Efisiensi 
Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio 
Pertumbuhan,dan Rasio Kemandirian Keuangan 
Daerah.
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a. Rasio Efektivitas PAD
Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam memobilisasi 
penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan 
(Mahmudi, 2010). Rasio Efektivitas PAD dihitung 
dengan cara membandingkan realisasi penerimaan 
PAD dengan target penerimaan PAD atau yang 
dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah 
sebagai berikut:
Rasio Efektivitas PAD = ܴ݁ܽ ݈݅ ܽݏ ݅ݏ  ܲܣܦܣ݊݃݃ܽܽݎ  ݊ܲܣܦ ܺ 100%
Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2012), adalah:
1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( x < 100%) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.
b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) 
menggambarkanperbandingan antara besarnya 
biaya yang dikeluarkan untukmemperoleh 
pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 
diterima.Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah 
dalam melakukanpemungutan pendapatan 
dikategorikan efisien apabila rasio yangdicapai 
kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin 
kecil RasioEfisiensi Keuangan Daerah berarti 
Kinerja Keuangan PemerintahDaerah semakin 
baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu 
menghitungsecara cermat berapa besar biaya yang 
dikeluarkan untukmerealisasikan seluruh 
pendapatan yang diterimanya sehingga 
dapatdiketahui apakah kegiatan pemungutan 
pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu 
perlu dilakukan karena meskipun pemerintah 
daerah berhasil merealisasikan target penerimaan 
pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, 
namun keberhasilan itu kurang memiliki arti 
apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk 
merealisasikan target penerimaan pendapatannya 
itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang
diterimanya (Halim, 2007). Rumus yang digunakan 
untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:
REKD = ܴ݁ܽ ݈݅ ܽݏ ݅ݏ  ܤ݈݁ ݆ܽ݊ܽ  ܦܽ݁ܽݎ ℎܴ݁ܽ ݈݅ ܽݏ ݅ݏ  ܲ݁݊ ݀ܽ݌ܽܽݐ  ݊ܦܽ ݁ܽݎ ℎ ܺ 100%
Tabel 2.1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi
100% keatas Tidak Efisien
100% Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100% Efisien 
Sumber: Mahsun (2012)
c. Rasio Keserasian
Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana 
pemerintah daerah memprioritaskan alokasi 
dananya pada Belanja Rutin dan Belanja 
Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi 
persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja 
Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja 
Pembangunan) yang digunakan untuk 
menyediakan sarana dan prasarana ekonomi 
masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 
2007). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian 
ini, yaitu: 
1. Rasio Belanja Operasi merupakan 
perbandingan antara total Belanja Operasi 
dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini 
menginformasikan kepada pembaca laporan 
mengenai porsi belanja daerah yang 
dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja 
Operasi merupakan belanja yang manfaatnya 
habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, 
sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam 
hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada 
umumya proporsi Belanja Operasi 
mendominasi total belanja daerah, yaitu 
antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan 
tingkat pendapatan yang tinggi cenderung 
memiliki porsi belanja operasi yang lebih 
tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang 
tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 
2010). Rasio belanja operasi dirumuskan 
sebagai berikut:
Rasio Belanja Operasi = ܶ݋ܽݐ  ݈ܤ݈݁ ݆ܽ݊ܽ  ܱ݌ ݁ܽݎ ݅ݏܶ݋ܽݐ  ݈ܤ݈݁ ݆ܽ݊ܽ  ܦܽ݁ܽݎ ℎ ܺ 100%
2. Rasio Belanja Modal Rasio Belanja Modal 
merupakan perbandingan antara total 
realisasi belanja modal dengan total belanja 
daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca 
laporan dapat mengetahui porsi belanja 
daerah yang dialokasikan untuk investasi 
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dengan bentuk belanja modal pada tahun 
anggaran bersangkutan. Belanja modal 
memberikan manfaat jangka menegah dan 
panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya 
proporsi belanja modal degan belanja daerah 
adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Rasio 
belanja modal ini dirumuskan sebagai 
berikut:
Rasio Belanja Modal = ܶ݋ܽݐ  ݈ܤ݈݁ ݆ܽ݊ܽ  ܯ ݋݈݀ܽܶ݋ܽݐ  ݈ܤ݈݁ ݆ܽ݊ܽ  ܦܽ ݁ܽݎ ℎ ܺ 100%
Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya 
Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap 
APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi 
oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan 
besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan 
untuk mencapai pertumbuhan yang 
ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah 
di negara berkembang peranan pemerintah 
daerah untuk memacu pelaksanaan 
pembangunan masih relatif besar. Oleh karena 
itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang 
relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
d. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengatahui 
apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran 
bersangkutan atau selama beberapa periode 
anggaran, kinerja anggarannya mengalami
pertumbuhan pendapatan atau belanja secara 
positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini 
mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 
keberhasilannya yang telah dicapai dari satu 
periode ke periode berikutnya. Dengan 
diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing 
komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, 
dapat digunakanuntuk mengevaluasi potensi-
potensi mana yang perlu mendapatkan
perhatian (Halim, 2007). Rumus untuk menghitung 
RasioPertumbuhan adalah sebagai berikut:
r = ܲ݊ − ܲ0ܲ0
Keterangan:
r = Rasio Pertumbuhan
Pn = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n
P0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke 0 (tahun sebelum n)
Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun 
sebelum n) Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk 
mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu 
mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total 
Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal 
yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja 
Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. 
Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah 
mampu mempertahankan dan meningkatkan 
pertumbuhannya dari periode yang satu ke 
periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, 
PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh 
semakin rendahnya Belanja Modal, maka 
pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa 
daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan 
daerahnya.
e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 
menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 
yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai 
sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio 
Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh 
besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan 
dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari 
sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: 
Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber 
daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, 
Dana darurat dan pinjaman (Halim, 2007). Rumus 
yang digunakan untuk
menghitung Rasio Kemandirian adalah:
RKKD = ܲܣܦܲ݁݊ ݀ܽ݌ܽܽݐ  ݊ܶܽݎ ݂݊ݏ ݁ݎ ܺ 100%
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap 
Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). 
Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan 
Daerah mengandung arti bahwa tingkat 
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak 
ekstern semakin rendah dan demikian pula 
sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
juga menggambarkan tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin 
tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 
semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam 
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membayar pajak dan retribusi daerah yang 
merupakan komponen utama Pendapatan Asli 
Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar 
pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa 
tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. 
Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan 
dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) 
dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif 
Rendah 25% - 50% Konsultatif 
Sedang 50% - 75% Partisipatif 
Tinggi 75% - 100% Delegatif 
Sumber: Oppier (2013)
1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan 
pemerintah pusat lebih dominan dari pada 
kemandirian pemerintah daerah (daerah yang 
tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan 
pemerintah pusat sudah mulai berkurang 
karena daerah dianggap sedikit lebih mampu 
melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan 
pemerintah pusat sudah mulai berkurang, 
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat 
kemandiriannya mendekati mampu 
melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan 
pemerintah pusat sudah tidak ada karena 
daerah telah benar-benar mampu dan mandiri 
dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode yang 
menggambarkan dan menguraikan tentang suatu 
keadaan yang berhubungan dengan permasalahan 
yang akan diteliti. Deskriptif adalah meneliti dan 
berusaha mendapatkan data yang aktual dan 
akurat, dimana data tersebut kemudian dibahas 
dan diuraikan secara sistematis serta disimpulkan 
untuk mendapatkan pemecahan dari masalah yang 
diteliti. Deskriptif kualitatif adalah 
menginterpretasikan atau menafsirkan data yang 
ada kemudian dianalisis melalui pendalaman teori.
Menurut Nazir (2008) metode deskriptif adalah 
suatu metode yang digunakan dalam meneliti 
status kelompok manusia, suatu objek, suatu set 
kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu klausa 
peristiwa pada saat sekarang. Tujuannya adalah 
untuk membuat deskripsi (gambaran) ataupun 
keadaan suatu objek secara sistematis aktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan 
antar fenomena yang diselidiki.
Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian iniadalah 
data sekunder, yaitu data yang diperolehdengan 
melakukan studi pustaka atau literaturuntuk 
mendapatkan dokumen-dokumen resmiberupa 
data runtut waktu (time series) yaitu periodetahun 
2014 sampai dengan tahun 2016. Data diperoleh 
dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu 
dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
Metode Analisis
Rasio Efektivitas PAD
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 
pemerintah daerah dalammerealisasikan 
Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan 
dibandingkan dengantarget yang ditetapkan 
berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).Cara 
pengukurannya adalah sebagai berikut:
Rasio Efektivitas PAD = ܴ݁ܽ ݈݅ ܽݏ ݅ݏ  ܲܣܦܣ݊݃݃ܽܽݎ  ݊ܲܣܦ ܺ 100%
Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2012), adalah:
a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( x < 100%) berarti tidak efektif
b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektivitas berimbang.
c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) 
menggambarkan perbandingan antara besarnya 
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 
diterima.Cara pengukurannya adalah sebagai 
berikut:
REKD = ܴ݁ܽ ݈݅ ܽݏ ݅ݏ  ܤ݈݁ ݆ܽ݊ܽ  ܦܽ݁ܽݎ ℎܴ݁ܽ ݈݅ ܽݏ ݅ݏ  ܲ݁݊ ݀ܽ݌ܽܽݐ  ݊ܦܽ ݁ܽݎ ℎ ܺ 100%
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Tabel 3.1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi
100% keatas Tidak Efisien
100% Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100% Efisien 
Sumber: Mahsun (2012)
Rasio Keserasian
Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana 
pemerintah daerah memprioritaskan alokasi 
dananya pada Belanja Rutin dan Belanja 
Pembangunannya secara optimal.Ada 2 
perhitungan dalam Rasio Keserasian ini menurut 
Mahmudi (2010), yaitu:
a. Rasio Belanja Operasi merupakan 
perbandingan antara total Belanja Operasi 
dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini 
menginformasikan kepada pembaca laporan 
mengenai porsi belanja daerah yang 
dialokasikan untuk Belanja Operasi.
Rasio Belanja Operasi = ܶ݋ܽݐ  ݈ܤ݈݁ ݆ܽ݊ܽ  ܱ݌ ݁ܽݎ ݅ݏܶ݋ܽݐ  ݈ܤ݈݁ ݆ܽ݊ܽ  ܦܽ ݁ܽݎ ℎ ܺ 100%
b. Rasio Belanja Modal Rasio Belanja Modal 
merupakan perbandingan antara total realisasi 
belanja modal dengan total belanja daerah. 
Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat 
mengetahui porsi belanja daerah yang 
dialokasikan untuk investasi dengan bentuk 
belanja modal pada tahun anggaran 
bersangkutan.
Rasio Belanja Modal = ܶ݋ܽݐ  ݈ܤ݈݁ ݆ܽ݊ܽ  ܯ ݋݈݀ܽܶ݋ܽݐ  ݈ܤ݈݁ ݆ܽ݊ܽ  ܦܽ ݁ܽݎ ℎ ܺ 100%
Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengatahui 
apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran 
bersangkutan atau selama beberapa periode 
anggaran, kinerja anggarannya mengalami 
pertumbuhan pendapatan atau belanja secara 
positif atau negatif (Mahmudi, 2010).Rumus untuk 
menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai 
berikut:
r = ܲ݊ − ܲ0ܲ0
Keterangan:
r = Rasio Pertumbuhan
Pn = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n
P0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke 0 (tahun sebelum n)
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 
menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 
yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai 
sumber pendapatan yang diperlukan daerah 
(Halim, 2007). Rumus yang digunakan 
untukmenghitung Rasio Kemandirian adalah:
RKKD = ܲܣܦܲ݁݊ ݀ܽ݌ܽܽݐ  ݊ܶܽݎ ݂݊ݏ ݁ݎ ܺ 100%
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga 
menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio 
Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi 
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan 
retribusi daerah yang merupakan komponen 
utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi 
masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah 
menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan 
masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman 
dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan 
daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan 
tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif 
Rendah 25% - 50% Konsultatif 




Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan Badan 
Pusat Statistik Provinsi Bengkulu yang berupa 
laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah tahun anggaran 2014
dibuat perhitungan rasio kinerja keuangan.





Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2017
Nilai Rasio efektivitas PAD Provinsi Bengkulu
didapatkan dengan membagi nilai anggaran PAD 
dengan nilai realisasi PAD kemudian dikalikan 
100%. Setelah menggunakan rumus tersebut maka 
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2017 (data diolah)
Hasil analisis menggunakan Rasio efektivitas PAD 
seperti terlihat pada gambar 4.1 menunjukkan 
nilai Rasio efektivitas PAD Provinsi Bengkulu
selama periode 2014 sampai 2016 selalu turun. 
Pada tahun 2014 nilai Rasio efektivitas PAD 
sebesar 110,36% yang berarti efektif. Nilai Rasio 
efektivitas PAD mengalami penurunan pada tahun 
2015 menjadi 101,08%, walaupu
penurunan tetapi masih digolongkan efektif. 
Kemudian penurunan nilai Rasio efektivitas PAD 
terus berlanjut pada tahun 2016, yaitu 96,95%. Ini 
dapat diartikan bahwa pada tahun 2016 nilai Rasio 
efektivitas PAD Provinsi Bengkulu tidak efektif lagi.
Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya 
serapan PAD di Provinsi Bengkulu, seperti 
pengelola BUMD yang kurang baik sehingga 
mengalami kerugian terus-menerus. Padahal peran 
BUMD diharapkan mampu menghasilkan PAD bagi 














Gambar 4.1 Rasio Efektivitas PAD Provinsi Bengkulu Tahun 2014
JEPP
50% - 75% Partisipatif 




Rasio efektivitas PAD menggambarkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan PAD yang direncanakan 
dibandingkan dengan target yang ditetapkan 
berdasarkan potensi riil daerah.
realisasi PAD Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada 
tabel 4.1 berikut.






didapatkan nilai rasio efektivitas PAD per 
tahunnya. Nilai Rasio efektivitas 
Bengkulu dari tahun 2014 sam
ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut.
n terjadi 
buat 
rendahnya PAD adalahkurangnya kesadaran 
masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan 
pungutan lainnya yang menyebabkan rendahnya 
penerimaan dari pajak dan retribusi yang diterima 
oleh pemerintah Provinsi Bengkulu.
salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya 
PAD karena adanya kecurangan dan 
penyelewengan dalam pengelolaan PAD yang 
menyebabkan kebocoran-kebocoran dalam 
penerimaan pendapatan pemerintah.
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) 
menggambarkan perbandingan antara besarnya 
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 
diterima. Realisasi pendapatan daerah dan
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Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 




Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2017
Nilai Rasio efisiensi keuangan daerah didapatkan 
dengan membagi realisasi belanja daerah dengan 
realisasi pendapatan daerah kemudian dikalikan 
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2017 (data diolah)
Hasil analisis menggunakan Rasio efisiensi 
keuangan daerah dapat dilihat pada gambar 4.1 
yang menunjukkan nilai Rasio efisiensi keuangan 
Provinsi Bengkulu selama periode 2014 sampai 
2016 mengalami fluktuatif. Nilai Rasio efisiensi 
keuangan daerah tahun 2014 sebesar 97,41% yang 
berarti kinerja keuangan daerah efisien. Tetapi 
pada tahun 2015 nilai persentase rasio efisiensi 
keuangan daerah naik menjadi 104,66%, dapat 
diartikan pada tahun 2015 ini kinerja keuangan 
daerah Provinsi Bengkulu tidak efisien. Pada tahun 
berikutnya nilai rasio efisiensi keuangan daerah 
kembali turun menjadi 86,17%, jadi pada tahun 
2016 kinerja keuangan daerah Provinsi Bengkulu 
kembali efisien. Menjadi pertanyaan kenapa tahun 
2015 kinerja keuangan daerah Provinsi Bengkulu 
menjadi tidak efisien. Salah satu 
adalah diselengarakannya pilkada serentak di 
Provinsi Bengkulu, yang mana diketahui anggaran 
pilkada serentak itu dibebankan kepada APBD 
daerah yang melaksanakan pilkada





























100%. Setelah itu didaptkan 
keuangan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2014 
2016 yang dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.
penyebabnya 
(Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015)
Bengkulu pada tahun 2015 banyak tersedot untuk 
membiayai anggaran pilkada, yang seharusnya 
APBD digunakan untuk memenuhi belanja daerah 
yang potensial menjadi dana untuk anggaran 
pilkada.
Rasio Keserasian
Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana 
pemerintah daerah mempriorit
dananya pada Belanja Rutin dan Belanja 
Pembangunannya secara optimal. Total belanja 
daerah yang terdiri dari belanja operasi dan 
belanja modal dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.
(Rupiah)
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nilai rasio efisiensi 
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. Jadi APBD Provinsi 
askan alokasi 
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Rasio keserasian terdiri dari 2 macam, yaitu
a. Rasio Belanja Operasi merupakan 
perbandingan antara total belanja operasi 
dengan total belanja daerah. Besaran nilai rasio 
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2017 (data diolah)
Gambar 4.3 menjelaskan bahwa nilai rasio 
operasi Provinsi Bengkulu turun dari tahun 2014 
sebesar 73,3% menjadi 46,85% pada tahun 2015 
dan 53,91% di tahun 2016. Penyebab turunnya 
rasio belanja operasi Provinsi Bengkulu pada 
tahun 2015 karena diberlakukannya penghematan
anggaran belanja yang tertuang dalam Inpres 
Nomor 2 Tahun 2015. Kemudian hal yang sama 
terjadi pada tahun 2016, yaitu adanya 
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2017 (data diolah)
Gambar 4.4 memperlihatkan h
menggunakan rasio belanja modal
Bengkulu pada tahun 2014 sampai 2016. Rasio 
belanja modal Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 
sebesar 15,77% dan mengalami kenaikan pada 
tahun 2015 menjadi 20,99%. Kenaikan rasio 

































Gambar 4.4 Rasio Belanja Modal Provinsi Bengkulu 
JEPP
belanja operasi Provinsi Bengkulu dapat dilihat 
pada gambar 4.3 berikut.
belanja penghematan dan pemotongan anggaran belanja 
sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2016.
b. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan 
antara total realisasi belanja modal dengan 
total belanja daerah. Nilai rasio belanja modal 




belanja operasi pada tahun yang sama, karena 
penghematan yang dilakukan pemerintah hanya 
pada anggaran belanja operasi tetapi tidak pada 
anggaran belanja modal. Kemudian pada tahun 
2016 rasio belanja modal turu
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Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengatahui 
apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran 
bersangkutan atau selama beberapa periode 
anggaran, kinerja anggarannya mengalami 
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2017 (data diolah)
Hasil analisis menggunakan rasio pertumbuhan di 
Provinsi Bengkulu untuk periode 2014 sampai 
2016 terlihat pada gambar 4.5. pada gambar 
tersebut dapat terlihat bahwa terjadi penurunan 
drastis rasio pertumbuhan di Provinsi Bengkulu
Rasio pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 
27,96%  turun menjadi 4,35% di tahun 2015 dan 
pada tahun 2016 turun kembali menjadi 4,31%. 
Penurunan rasio pertumbuhan ini disebabkan 
karena ketidakmampuan pemerintah Provinsi 
Bengkulu dalam mempertahankan penca
PAD pada tahun sebelumnya, dengan kata lain 
kinerja anggaran Provinsi Bengkulu mengalami 
pertumbuhan secara negatif.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 
menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 
yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai 
sumber pendapatan yang diperlukan d
Untuk memperoleh nilai rasio kemandirian 
keuangan daerah adalah dengan cara membagi 
PAD dengan pendapatan transfer kemudian 
dikalikan 100%. Gambar 4.6 berikut
hasil analisis menggunakan rasio kemandirian 


















Gambar 4.5 Rasio Pertumbuhan Provinsi Bengkulu 
JEPP
pertumbuhan pendapatan atau belanja secara 
positif atau negatif. Pada gambar 4.5 i
menunjukkan hasil analisis menggunakan rasio 
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Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2017 (data diolah)
Berdasarkan gambar 4.6, nampak bahwa 
pemerintah Provinsi Bengkulu tingkat 
kemandiriannya berfluktuatif, hal ini bisa dilihat 
dari adanya peningkatan rasio kemandirian dari 
51,23% pada tahun 2014 menjadi 58,01% di tahun 
2015. Tetapi mengalami penurunan pada tahun 
2016 menjadi 45,26%. Jadi secara rata
rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi 
Bengkulu dari tahun 2014 sampai 2016 sebesar 
51,5%, yang dapat diartikan bahwa tingkat 
kemampuan keuangan daerah Provinsi Bengkulu 
masih sedang dan masuk dalam pola hubungan 
yang pasrtisipatif. Pola hubungan partisifatif 
menunjukkan bahwa peranan pemerintah
sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang 
bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati 
mampu melaksanakan urusan otonomi daerah 
(Oppier, 2013).
PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 
serta tujuan yang ingin dicapai pada peneliti
maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Nilai Rasio efektivitas PAD Provinsi Bengkulu 
selama periode 2014 sampai 2016 selalu turun. 
Pada tahun 2014 nilai Rasio efektivitas PAD 
sebesar 110,36% yang berarti efektif. Nilai 
Rasio efektivitas PAD pada tahun 2015 menjadi 
101,08% (masih digolongkan efektif). Nilai 
Rasio efektivitas PAD tahun 2016 sebesar 
96,95%  (tidak efektif). Secara rata
tahun 2014 sampai 2016 nilai rasio efektivitas 
PAD Provinsi Bengkulu adalah 102,
masuk dalam kriteria efektif.
2. Hasil analisis menggunakan Rasio efisiensi 
keuangan daerah menunjukkan nilai Rasio 
efisiensi keuangan daerah Provinsi Bengkulu
tahun 2014 sebesar 97,41% (efisien

























2016 sebesar 86,17%, (efisien
rata nilai rasio efisiensi keuangan daerah 
Provinsi Bengkulu pada periode 2014 sampai 
2016 sebesar 96,08% yang berarti masuk 
dalam kriteria kinerja keuangan yang efisien.
3. Hasil rasio keserasian terbagi menjadi 2 
macam, yaitu
a. Nilai rasio belanja operasi Provinsi 
Bengkulu turun dari tahun 2014 sebesar 
73,3% menjadi 46,85% pada tahun 2015 
dan 53,91% di tahun 2016.
rasio belanja operasi untuk periode tahun 
2014 sampai 2016 yaitu sebesar 58,02%.
b. Nilai rasio belanja modal Pro
pada tahun 2014 sebesar 15,77% dan 
mengalami kenaikan pada tahun 2015 
menjadi 20,99%. Kemudian pada tahun 
2016 rasio belanja modal turun menjadi 
19,02%. Nilai rata-rata rasio belanja modal 
untuk periode tahun 2014 sampai 2016 
yaitu sebesar 18,59%.
4. Berdasarkan hasil analisis menggunakan rasio 
pertumbuhan, nilai rasio pertumbuhan Provinsi 
Bengkulu pada tahun 2014 sebesar 27,96%  
turun menjadi 4,35% di tahun 2015 dan pada 
tahun 2016 turun kembali menjadi 4,31%.
Secara rata-rata nilai rasio pertu
periode 2014 sampai 2016 sebesar 12,21%
5. Hasil analisis menunjukkan adanya 
peningkatan rasio kemandirian dari 51,23% 
pada tahun 2014 menjadi 58,01% di tahun 
2015. Tetapi mengalami penurunan pada tahun 
2016 menjadi 45,26%. Jadi secara rata
tingkat rasio kemandirian keuangan daerah 
Provinsi Bengkulu dari tahun 2014 sampai 
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Pemerintah Provinsi Bengkulu harus mampu 
meningkatkan dan memaksimalkan Pendapan Asli 
Daerahdengan mengoptimalkan pengelolaan 
sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang 
berpotensi menambah PAD. Banyak potensi 
dimiliki Provinsi Bengkulu yang akan mempunyai 
dampak besar bagi masyarakatnya. Potensi 
tersebut antara lain di bidang pendidikan, 
kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif 
hingga perdagangan. Apabila pemerintah Provinsi 
Bengkulu mampu memaksimalkan potensi 
tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan 
yang paling dominan dalam peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk 
mendukung peningkatan pajak dan retribusi, 
Pemerintah Provinsi Bengkulu selalu melakukan 
pengawasan dan pengendalian secara benar dan 
berkelanjutan untuk menghindari terjadinya 
penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan 
Asli Daerah.Selain itu pemerintah Provinsi 
Bengkulu dalam penyusunan dan merealisasikan 
APBD perlu memperhatikan rasio-rasio 
keuanganuntuk periode berikutnya sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan daerah. Dalam 
penyusunan dan realisasi APBD juga harus lebih
proporsional dalam mengalokasikan belanjanya, 
yakni mengurangi belanja operasional dan 
meningkatkan belanja modal. Diharapkan dengan 
melakukan langkah-langkah tersebut, Provinsi 
Bengkulukedepannya bisa tumbuh menjadi 
Provinsi yang mandiri, mampu mengelola
keuangannya dengan baik dan benar, mengurangi 
ketergantungan pendapatan dari pemerintah 
pusat, serta kesejahteraan masyarakat lebih 
meningkat.
DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Oesi. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan Tingkat 
Kemandirian Daerah di Era Otonomi 
Daerah: Studi Kasus Kota Malang. Malang. 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas 
Brawijaya. 
Bratakusumah, Deddy Supriady dan Solihin
Dadang. 2004. Otonomi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah. Jakarta. PT Gramedia 
Pustaka Utama.
Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Sektor Publik-
Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. 
Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: 
Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. 
Salemba Empat.
Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012.
Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga 
Rampai Manajemen Keuangan Daerah 
Edisi 3. Yogyakarta.UPP STIM YKPN
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2015 Tentang Langkah-Langkah 
Penghematan Dan Pemanfaatan Anggaran 
Belanja Perjalanan Dinas Dan 
Meeting/Konsinyering 
Kementerian/Lembaga Dalam Rangka 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah 
Penghematan Dan Pemotongan Belanja 
Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Lewis, Blane D. 2001. The New Indonesian 
Equalisation Transfer. Bulletin of 
Indonesian Economic Studie., Vol. 37 No. 3 
(December 2001).
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Edisi Dua. 
Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
Mahsun,Mohammad. 2012. Pengukuran Kinerja 
Sektor Publik. Yogyakarta. BPFE.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. 
Yogyakarta. Penerbit Andi.
Nazir, Moh. 2008. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia 
Indonesia.
Oppier,Hermi. 2013. “Analisis Pengaruh 
Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap 
Perkembangan Kemampuan Keuangan 
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”. 
Jurnal Benchmark. Vol. 2. November 2013.
Rauf, Maswadi. 2000.Konsensus Politik Sebuah 
Penjajagan Teoritis. Jakarta. Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas.
Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. 
“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap 
Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan 
Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa 
Tengah”. Media Riset Akuntansi. Vol. 1 No. 
2. Agustus 2011.
Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi 
Negara Republik Indonesia. . Bandung. PT 
Bumi Aksara.
Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 5 
Tahun 1975 Tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 1999 Tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintah 
Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah.
